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ABSTRAK

Penelitian ini membingkai kegagalan advokasi terhadap Qanun Jinayat 
di Aceh sebagai permasalahan strategi perjuangan. Dalam penelitian ini, 
penulis menggabungkan penelusuran literatur dan penelitian lapangan 
di Banda Aceh. Sebagai bagian dari debat besar antara paham universalis 
dan partikularis terkait isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), NGO-NGO se-
tempat beraliansi dengan NGO-NGO internasional dalam sebuah jejaring 
aktivis yang oleh Keck dan Sikkink (1998) dirujuk sebagai Transnational 
Advocacy Network (TAN). Upaya advokasi telah dilakukan melalui ber-
bagai pendekatan sesuai dengan empat tipe strategi yang diungkapkan 
oleh Keck dan Sikkink (1998). Meski demikian, strategi-strategi tersebut 
kurang efektif dalam kasus ini karena berbagai hambatan seperti kom-
pleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemen-elemen 
TAN, serta ketiadaan tokoh representatif dalam isu ini. Akibatnya, dapat 
disimpulkan bahwa meskipun pola advokasi transnasional telah nam-
pak di Aceh, keberadaan jejaring transnasional tersebut belum berhasil 
mengadvokasikan tidak disahkannya Qanun Jinayat.

Kata Kunci: Aceh, hak asasi manusia, Qanun Jinayat, transnational 
advocacy network

This research paper frames the failure of contention against Islamic Crim-
inal Law (Qanun Jinayat) in Aceh as a strategic problem. In this research, 
the authors combine literature research and field observation in Banda 
Aceh. Amidst the debate between the universalist and particularist point 
of view regarding human right issues, local NGOs fighting against Qanun 
Jinayat have linked themselves with INGOs in a network of activists which 
Keck and Sikkink (1998) refers to as Transnational Advocacy Network 
(TAN). It has undertaken multiple approaches aligned to the four types 
of strategies as underlined by Keck and Sikkink (1998). However, such 
strategies are ineffective due to multiple features of the advocacy such as 
complexity of Indonesian law, difference in final objective of the elements 
of TAN, and lack of strong representative figure as the front of the advo-
cacy. In all, it can be concluded that although the pattern of transnational 
advocacy has emerged in Aceh, presence of such transnational network 
has not successfully advocated against the legalization of Qanun Jinayat.

Keywords: Aceh, human rights, Qanun Jinayat, transnational advocacy 
network



Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 
Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh

98 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XII, No.1, Januari - Juni 2019

Pendahuluan

Semenjak berakhirnya Perang Dingin, ilmu Hubungan Internasional 
semakin diperkaya dengan munculnya kajian-kajian transnasional-
isme. Kajian transnasionalisme dalam ilmu Hubungan Internasional 
mempelajari interaksi berkelanjutan yang melintasi batas negara 
dengan sekurang-kurangnya salah satu aktornya merupakan agen 
non-negara, atau aktor yang tidak bertindak atas nama pemerintah 
negara, atau organisasi antarpemerintah (Risse 1995, 3). Dengan 
demikian, ilmu Hubungan Internasional tidak lagi hanya terpusat 
pada pembahasan aktor-aktor negara saja melainkan juga mencakup 
peran aktor-aktor non-negara dalam perpolitikan global. 

Salah satu konsep sentral dalam kajian transnasional adalah jejaring 
advokasi transnasional / Transnational Advocacy Network (TAN). 
Menurut Keck dan Sikkink (1999, 89-91), TAN merupakan jejaring 
aktivis yang terikat oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, yang diso- 
sialisasikan melalui pertukaran informasi yang berkesinambungan. 
Jejaring aktivis tersebut memperjuangkan emansipasi dan mem-
berdayakan kelompok-kelompok yang termarjinalkan. Umumnya, 
perjuangan tersebut ditujukan kepada pemerintah sebagai aktor 
pembuat kebijakan di sebuah negara.

Untuk mencapai kepentingan tersebut, kelompok aktivis setempat—
baik yang tergabung dalam NGO nasional maupun NGO lokal— 
terkadang berkoalisi dengan mitra-mitranya di luar negeri, dengan 
harapan kemitraan tersebut memunculkan tekanan internasional 
pada sebuah isu. Strategi sedemikian rupa disebut oleh Keck dan 
Sikkink (1999) sebagai pola bumerang. Pada beberapa kasus, pola 
bumerang berhasil mencapai tujuan, yaitu perubahan kebijakan 
yang sebelumnya bersifat memarjinalkan (Sperling et al. 2001; 
Krain 2012; Noakes 2012). Meski demikian, di beberapa kasus 
yang lain, kemunculan TAN tidaklah cukup untuk menekan aktor 
pemerintah yang menjadi target advokasi untuk mengubah kebi-
jakannya (Nelaeva 2010; Waworuntu dalam Soetjipto 2015).

Tulisan ini membahas dan menganalisis salah satu kasus kegagalan 
advokasi TAN, yaitu dalam advokasi menentang disahkannya Qanun 
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (“Qanun Jinayat”) di 
Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam kasus tersebut, TAN terbentuk 
karena kelompok-kelompok masyarakat sipil di Aceh seperti 
Solidaritas Perempuan Bungeong Jeumpa Aceh (SP Aceh), Koalisi 
NGO HAM Aceh, dan Kontras Aceh tidak mendapatkan akses terbuka 
terhadap proses penyusunan Qanun Jinayat. Untuk menggalang 
kekuatan, NGO-NGO lokal tersebut, dengan dukungan NGO-NGO 
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nasional yang berjuang di tingkat pusat seperti Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR), berjejaring dengan NGO-NGO internasional 
(INGO) seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. 
Di sini, pola bumerang sudah terlihat dengan jelas dengan terben-
tuknya dengan terbentuknya jejaring aktivis / TAN tersebut.

Berbagai upaya advokasi telah dilakukan oleh TAN mulai pada 
tingkat lokal di Aceh, tingkat nasional di Jakarta, maupun dalam 
skala global. Namun demikian, advokasi TAN di Aceh berakhir 
dengan kegagalan. Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pemerintah 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pemprov Aceh) menetapkan 
Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum yang sah, untuk selanjut-
nya diberlakukan mulai 23 Oktober 2015 (Linggasari 2015).

Perkembangan Qanun Jinayat di Aceh

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (2010), penduduk Aceh 
adalah 4.490.410 jiwa, dengan mayoritas penduduknya (98,5%) 
beragama Islam (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015). 
Berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam, Pemerintah Provinsi Aceh berhak mengeluarkan 
qanun yang memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan 
daerah (Perda) (UU No. 18/2001, Pasal 1(8)). Penerapan Qanun 
Jinayat di Aceh tidak terlepas dari pentingnya Syariat Islam dalam 
kehidupan bermasyarakat di Aceh. Sejarah penerapan Syariat Islam 
di Aceh dapat ditelusuri dari Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh yang 
sering disebut dengan Serambi Mekkah ini telah menerapkan Syariat 
Islam jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut para 
ahli sejarah, Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah 
(1516-1530) telah mengimplementasikan Syariat Islam sebagai dasar 
kerajaan (Aunie 2001).

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno pernah berjanji kepada 
Aceh akan memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa hal 
terkait daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya mengenai regulasi 
daerah yang berbasis Islam (Rasyid 2001). Janji tersebut ditetapkan 
secara simbolis melalui diberikannya status daerah istimewa untuk 
Provinsi Aceh. Namun kemudian, kewenangan Aceh untuk menga-
tur daerahnya sendiri tidak juga terwujud. Hal tersebut merupakan 
salah satu dari penyebab munculnya Gerakan Aceh Merdeka, di 
bawah pimpinan salah satunya Daud Beureueh (Rasyid 2001). 
Akhirnya, pada masa pemerintahan Orde Baru, di bawah kepemim-
pinan Presiden Soeharto, wacana keistimewaan khusus bagi Aceh 
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kembali disuarakan. Pada tahun 1999, Aceh akhirnya mendapat-
kan keistimewaan dari Presiden Indonesia yang dirumuskan dalam 
Undang-Undang No. 44/1999 mengenai Keistimewaan Aceh. Ter-
dapat empat perkara yang diatur dalam Undang-Undang ini, di- 
antaranya penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan 
kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, serta peran ulama 
dalam penetapan kebijakan daerah. Selanjutnya, berdasarkan 
Undang-undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
dan diperkuat Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (UUPA), Pemprov Aceh memiliki kekuatan hukum untuk 
membentuk sendiri Perda yang khusus untuk Aceh disebut sebagai 
qanun.

Cikal bakal pembentukan Qanun Jinayat dimulai dengan program 
legislasi pada tingkat provinsi yang diinisiasi oleh DPRA. Pada 
tanggal 6 November 2008, Pemprov Aceh menggunakan hak usul 
inisiatif (prakarsa) untuk mengajukan Rancangan Qanun (raqan) 
untuk dibahas pada tingkat legislatif DPRA dengan melampir-
kan naskah kajian akademik. Selanjutnya, Wakil Gubernur Aceh 
Muhammad Nazar sebagai perwakilan eksekutif secara resmi 
mengajukan Rancangan Qanun (raqan) di hadapan masa persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh keempat tahun 2009 (Amsori dan 
Jailani 2017, 234-236). Sejalan dengan pembahasan raqan di DPRA, 
sosialisasi dan konsultasi publik juga mulai dijalankan dengan 
melibatkan masyarakat umum. Konsultasi publik sudah dilakukan 
melalui proses dengar pendapat (public hearing), dengan memberi-
kan kesempatan mengeluarkan pendapat bagi kelompok-kelompok 
masyarakat. Elemen-elemen masyarakat yang terlibat dalam dengar 
pendapat ini antara lain perwakilan dari para ulama yang tergabung 
dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), akademisi, NGO, 
pengacara, OKP dan organisasi kemahasiswaan (Amsori dan Jailani 
2017, 237).

Setelah disetujui bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif, 
Rancangan Qanun Jinayat selanjutnya disampaikan oleh pimpinan 
DPRA kepada Gubernur Aceh yang saat itu dijabat oleh Irwandi 
Yusuf. Pada tanggal 22 Juni 2009, pihak eksekutif menyatakan tidak 
akan menandatangani raqan dikarenakan masih belum menyetujui 
klausul pengenaan hukuman rajam dan meminta penundaan penge-
sahan raqan. Meski demikian, raqan akhirnya disahkan oleh DPRA 
tanpa tanda tangan Gubernur Aceh pada tanggal 14 September 2009 
(The Wahid Institute 2009). Setelah melalui berbagai proses politik, 
akhirnya Qanun Jinayat baru ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 
2014.
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Perjuangan Transnational Advocacy Network sebagai 
Kontestasi Partikularitas dan Universalitas HAM

Pertentangan gagasan antara Pemprov Aceh dan jejaring masyarakat 
sipil di Aceh dapat dilihat sebagai manifestasi dari debat prinsip 
partikularitas dan universalitas dalam HAM. Dalam kasus Qanun 
Jinayat di Aceh, pertentangan tersebut dapat dilihat pada posisi 
dasar Pemprov Aceh dan posisi jejaring masyarakat sipil di Aceh. 
Di satu sisi Pemprov Aceh memegang prinsip partikularitas yaitu 
menerapkan Syariat Islam sebagai standar pemenuhan HAM, 
sedangkan di sisi lain jejaring masyarakat sipil mengedepankan 
pandangan universalitas dengan mengacu kepada prinsip-prinsip 
universal HAM.

Di satu sisi, pendekatan partikularisme dalam HAM mengandung 
makna bahwa tiap-tiap manusia di dunia merupakan individu yang 
unik, masing-masing tidak terlepas dari konteks sosial budaya yang 
dialaminya. Jadi, kebutuhan tiap-tiap individu harus dipertimbang-
kan, termasuk dalam penyusunan sebuah produk hukum (Douzinas 
2002, 384-402). Perbedaan tersebut tidak terlepas dari perbedaan 
nuansa (“nuances”) yang terbentuk dari latar belakang identitas 
dan budaya tiap-tiap individu. Dengan demikian, prinsip partiku-
larisme menolak penyamarataan standar tunggal bagi pemenuhan 
HAM umat manusia. Partikularisme menekankan pentingnya me-
mahami dan menghormati keragaman konteks sosial budaya pada 
berbagai komunitas masyarakat yang ada di dunia. Pemaksaan standar 
tunggal pemenuhan HAM di seluruh dunia justru dipandang sebagai 
sebuah bentuk pelanggaran HAM.

Di sisi lain, pendekatan universalisme dalam HAM memandang 
bahwa hak asasi manusia merujuk kepada hak-hak yang melekat 
pada seorang individu dikarenakan martabat alamiah individu 
tersebut sebagai manusia (Donnelly 2003, 1-10). Hak-hak tersebut 
dapat berupa hak sipil-politik maupun hak ekonomi-sosial yang 
keberadaannya bersifat mutlak. Prinsip kemutlakan berarti hak-hak 
tersebut tidak dapat diberikan dan tidak dapat dicabut oleh pihak 
manapun, termasuk pemerintah di sebuah negara. Melalui Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pemerintah-pemerintah 
negara-negara di dunia menyepakati hak-hak dimaksud. Pendekatan 
universalisme memandang adanya standar tunggal pemenuhan 
HAM yang wajib dilakukan oleh pemerintah suatu negara.

Strategi Politik Informasi

Strategi politik informasi merupakan kemampuan TAN untuk meng-
hasilkan informasi-informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-



Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 
Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh

102 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XII, No.1, Januari - Juni 2019

jawabkan (Keck dan Sikkink, 1999: 95-96). Informasi tersebut 
terkadang tidak mudah untuk didapatkan namun sifatnya sangat 
krusial dalam mempengaruhi diskursus yang sedang berkembang. 
Salah satu kunci dari strategi ini adalah bagaimana menyusun 
laporan secara komprehensif serta mudah dipahami. Pros-
es pengumpulan data lapangan dilakukan oleh seluruh 
elemen TAN. Meski demikian, pada umumnya elemen NGO inter-
nasional dalam TAN cenderung untuk menggerakkan kekuatan 
jaringan NGO setempat yang mempunyai cabang hingga ke akar 
rumput (Keck dan Sikkink, 1999: 96). Keberadaan jejaring TAN pada 
tingkatan akar rumput mengakibatkan TAN dapat mengumpulkan 
informasi-informasi yang terkadang bersifat sensitif, termasuk di 
antaranya pengalaman pribadi para penyintas. Pola tersebut juga 
terjadi pada advokasi TAN di Aceh.

Meski demikian, strategi ini menemui hambatan yang cukup 
besar. SP Aceh menyebutkan bahwa sosialisasi dari Pemprov Aceh 
mengenai Qanun Jinayat kepada masyarakat Aceh sangatlah minim. 
Berdasarkan pernyataan di atas, kesadaran masyarakat awam 
mengenai Qanun Jinayat sangat terbatas. Maka dari itu, SP Aceh 
harus mengambil peran ganda, yaitu sebagai edukator mengenai 
Qanun Jinayat itu sendiri dan kemudian baru membawa pesan-
pesan advokasi. Hal tersebut tentunya menjadi beban bagi NGO 
setempat karena faktor keterbatasan tenaga dan sumber daya. 
Padahal, tanggung jawab sosialisasi mengenai produk perundang-
undangan sejatinya terletak pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Strategi Politik Simbolis

Strategi politik simbolis merupakan kemampuan untuk menerap-
kan simbol, agar lebih mudah dipahami oleh targetnya (Keck dan 
Sikkink 1999: 96-97). Simbol-simbol yang diangkat bisa berbentuk 
tindakan ataupun tokoh tertentu, yang diangkat sebagai represen-
tatif dari keseluruhan perlawanan yang dilakukan oleh sebuah. 
Dengan mempergunakan simbol-simbol, masyarakat umum dapat 
dengan mudah mengasosiasikan kasus yang diangkat dengan 
tujuan yang ingin dicapai oleh jejaring TAN. Dalam advokasi Qanun 
Jinayat, hukuman badan (corporal punishment) merupakan sim-
bol utama yang sering diangkat oleh TAN, baik pada tingkat lokal 
maupun internasional. Awal mula Qanun Jinayat mendapatkan 
sorotan publik adalah ketika rancangan qanun terdapat klausul 
uqubat rajam (stoning) bagi pelaku zina. Hukuman tersebut 
dipandangtidak lazim dan memiliki nilai kejut (shock value) yang 
tinggi. Maka dari itu, diangkat sebagai simbol. Qanun Jinayat di-
identikkan dengan hukuman rajam.
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Setelah rancangan qanun tersebut tidak ditandatangani oleh 
Gubernur Aceh saat itu yaitu Irwandi Yusuf, simbol yang diangkat 
sebagai representatif Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. 
Narasi-narasi yang dikembangkan oleh TAN di Aceh, baik elemen 
setempat maupun elemen NGO internasional berpusat pada sim-
bol tersebut. Sebagai contoh, Amnesty International selalu mem-
bahas mengenai hukuman cambuk dalam laporan tahunan “The 
State of The World’s Human Rights” sejak tahun 2008 (Amnesty 
International 2008).

Meski demikian, simbol-simbol yang diangkat merupakan peristiwa- 
peristiwa tertentu semata. Hal tersebut cukup disayangkan 
mengingat simbol-simbol politik yang berbentuk kasus dan 
peristiwa semata kurang dapat menjadi faktor penarik terha-
dap rakyat Aceh apabila dibandingkan dengan simbol ketokohan. 
Hingga saat ini, masih belum ada ketokohan yang cukup kuat di 
Aceh, yang dapat dijadikan sebagai simbol perlawanan. Keberadaan 
simbol ketokohan, terutama tokoh-tokoh yang memiliki daya pikat 
yang kuat bagi masyarakat, tentunya dapat menarik perhatian 
masyarakat awam akah advokasi TAN. Hal ini merupakan salah satu 
kelemahan utama dalam perlawanan TAN di Aceh.

Strategi Politik Pengaruh

Strategi politik pengaruh merupakan kemampuan jejaring untuk 
menggunakan aktor-aktor lain yang memiliki kapabilitas lebih 
untukmemberikan pengaruh terhadap sebuah situasi (Keck dan 
Sikkink 1999: 97). Aktor-aktor tersebut dapat berupa aktor supra-
nasional seperti organisasi internasional, aktor negara khususnya 
negara-negara maju maupun aktor non-negara seperti MNC. Pada 
esensinya, aktor-aktor tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar 
daripada aktor target perlawanan TAN. Menurut Keck dan Sikkink, 
aktor-aktor tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki kuasa 
untuk membawa isu ini ke pengawasan internasional (international 
supervision). Dalam melakukan politik pengaruh, TAN melandaskan 
perjuangannya pada issue linkage, yaitu bagaimana TAN mampu 
menghubungkan dua isu atau lebih yang sebelumnya tidak pernah 
dilakukan. Dengan melakukan issue linkage, ruang gerak perlawan-
an TAN menjadi semakin luas mengingat proliferasi aktor dalam se-
buah isu meningkatkan kekuatan jejaring TAN. Strategi politik pen-
garuh ini sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh materi dan 
pengaruh moral.

Pengaruh materi biasanya menghubungkan suatu isu dengan uang 
atau barang dalam konteks ekonomi. Isu-isu yang diperjuang-
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kan oleh TAN terkadang bukanlah isu yang menarik untuk diba-
has. Meski demikian, dengan mengaitkan isu tersebut dengan hal 
yang lebih penting, terutama aspek keuangan, tekanan yang di-
lakukan kepada aktor target menjadi lebih nyata. Pada kasus Qa-
nun Jinayat, TAN berhasil melakukan pengaruh materi dengan 
cara mengaitkan dengan isu HAM dan investasi di Aceh. Dalam 
narasi-narasi yang dikembangkan oleh TAN di dunia internasi-
onal, NGO-NGO internasional baik Human Rights Watch mau-
pun Amnesty International menyerukan kepada negara-negara 
di dunia agar tidak melakukan investasi di Aceh hingga terjadi 
reformasi hukum di Aceh.

Meski demikian, strategi politik pengaruh yang dijalankan 
oleh TAN di Aceh menemui hambatan. Salah satu narasi alter-
natif yang berkembang di masyarakat Aceh adalah pandangan- 
padangan negatif mengenai para aktivis di sana. Para aktivis 
yang memperjuangkan norma universalitas dalam HAM di-
beri label sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan-kekuatan 
asing yang melawan Islam. Pada intinya, narasi alternatif ini 
menggambarkan advokasi yang dilakukan oleh aktivis setempat 
bukan sebagai bagian dari keinginan masyarakat Aceh itu sendiri. 
Kuatnya narasi alternatif ini merupakan hambatan yang cukup 
berarti bagi TAN, khususnya elemen-elemen lokal dan nasional, 
dalam melakukan strategi politik pengaruh. Kunci utama dari strate-
gi politik pengaruh adalah melibatkan aktor-aktor baru yang sebe-
lumnya tidak terlibat dalam sebuah advokasi, dengan melakukan 
issue linkage. Sayangnya, proliferasi aktor pada kasus ini justru 
memperburuk citra TAN, khususnya NGO setempat. Sebagai contoh, 
tertahannya investasi MNC asing di Aceh akibat advokasi TAN di 
tingkat internasional justru memperkuat dugaan bahwa pihak-pihak 
tertentu ingin menghambat pembangunan di Nanggroe Aceh 
Darussalam.

Strategi Politik Akuntabilitas

Strategi politik akuntabilitas merupakan tindakan-tindakan yang 
ditempuh oleh TAN agar janji-janji politis yang telah dilakukan 
oleh para pembuat kebijakan ditepati (Keck dan Sikkink 1999, 97-
98). Dalam proses politik, pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat 
maupun daerah sering menjanjikan hal-hal tertentu di hadapan 
konstituennya. Tetapi terkadang kebijakan pemerintah bertolak 
belakang dengan komitmen politik yang telah diambilnya. TAN 
dapat melakukan check and balances dengan mengingatkan akan 
janji-janji tersebut.
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam melakukan strategi 
jenis ini kedekatan dan komunikasi politik dengan pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan. Peran per-
wakilan komunitas masyarakat sipil di lingkar pengambilan kebi-
jakan menjadi sangat penting untuk dapat secara efektif menempuh 
strategi ini. Hal ini menjadi lebih penting lagi pada situasi dimana 
struktur kesempatan politis yang ada kurang memberikan ruang 
gerak bagi kegiatan-kegiatan aktivisme setempat.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa strategi NGO-NGO 
khususnya terkait pendekatan dengan Pemprov Aceh cukup 
beragam, tergantung dengan peran tiap-tiap NGO. Ada NGO yang 
cenderung bersikap keras dan tegas dalam mengkritisi Pemprov 
seperti SP Aceh, namun ada juga NGO yang menjalin kemitraan 
strategis dengan pemerintah Aceh. Pembagian tugas tersebut ber-
tujuan agar perwakilan masyarakat sipil tetap dapat terlibat dalam 
grand design Syariat Islam di Aceh. Perwakilan inilah yang kemudian 
berperan untuk memastikan akuntabilitas Pemprov Aceh terhadap 
janji-janji politisnya, salah satunya mewujudkan penerapan Syariat 
Islam yang humanis di Aceh.

Sementara itu, di tingkat pusat, strategi politik akuntabilitas banyak 
dilakukan oleh NGO-NGO internasional terhadap pemerintah 
Indonesia. NGO-NGO seperti Human Rights Watch dan Amnesty 
International sering menagih komitmen nyata Indonesia yang sudah 
meratifikasi CEDAW, CAT, dan perjanjian-perjanjian internasional 
lainnya. Secara khusus Human Rights Watch seringkali memper- 
gunakan politik akuntabilitas terhadap pemerintah Indonesia. 
Dalam laporan-laporannya, NGO internasional ini beberapa kali 
menekan Pemerintah Indonesia untuk mengintervensi Qanun 
Jinayat.

Namun demikian, kompleksitas isu otonomi daerah di Indonesia 
terkadang menghambat penerapan strategi politik ini secara efektif. 
Dalam kasus Qanun Jinayat, advokasi yang dilakukan oleh TAN 
harus dilakukan pada dua titik, yaitu pada tingkat Pemprov Aceh 
dan pada pemerintah pusat Indonesia. Sebagai contoh, tidak 
cukup hanya dengan melakukan advokasi menentang ditetapkannya 
Qanun Jinayat, TAN juga harus menyerang payung yudikatif-
nya, antara lain Undang-undang Pemerintahan Aceh. Hal ini di- 
karenakan salah satu argumentasi dasar Pemprov Aceh, yaitu bahwa 
kodifikasi Qanun Jinayat hanya sekedar bentuk pelaksanaan dari 
UUPA. 

Imbasnya, strategi politik akuntabilitas harus dilaksanakan den-
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gan mempertimbangkan profil politik para pembuat kebijakan baik 
pada tingkat lokal dan nasional. Dinamika tersebut mengakibatkan 
perlunya koordinasi yang sangat erat pada elemen-elemen TAN 
untuk memastikan bahwa perjuangan dan advokasi yang dilakukan 
di kedua titik tersebut memiliki sinergi yang kuat. Tentunya posisi 
TAN cukup diuntungkan dengan keberadaan beberapa NGO yang 
hadir pada dua titik perlawanan tersebut seperti Serikat Perempuan 
dan Kontras.

Meski demikian, cukup disayangkan bahwa koordinasi antarakedua 
titik perjuangan tersebut ini masih belum maksimal. Pada saat 
penulis melakukan wawancara dengan para narasumber dari NGO, 
memang disebutkan ada kerja sama antara NGO-NGO tersebut, 
seperti pengadaan pelatihan maupun pertukaran informasi. Namun 
demikian, komunikasi yang dilakukan cenderung bersifat sporadis 
dan bersikap reaktif, bukan sebagai sebuah hal yang berkelanjutan. 
Akibatnya, strategi politik akuntabilitas tidak dapat dijalankan 
denganbaik.

Kesimpulan

Dalam melakukan advokasi, TAN mempergunakan berbagai macam 
tindakan advokasi mulai dari melakukan kemitraan strategis dengan 
pemerintah hingga melayangkan surat terbuka untuk menim-
bulkan rasa malu. Ragam strategi tersebut dapat dibagi menjadi 
empat tipologi strategi sebagaimana dirumuskan oleh Keck dan 
Sikkink. Keempat tipologi strategi tersebut yaitu strategi politik 
informasi (information politics), politik simbolis (symbolic politics), 
politik pengaruh (leverage politics), dan politik akuntabilitas (ac-
countability politics).

Namun, dampak advokasi TAN Aceh masih sangat kurang, terbukti 
dengan disahkannya Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum 
yang sah. Berdasarkan temuan penelitian ini, kegagalan tersebut 
terjadi karena banyaknya hambatan yang muncul dalam advokasi 
TAN, mengakibatkan kurang efektifnya strategi advokasi yang di-
tempuh oleh TAN. Penelitian ini mengidentifikasikan empat faktor 
hambatan yang mengakibatkan kegagalan tersebut. Pertama, 
minimnya pengetahuan masyarakat umum di Aceh mengenai 
Qanun Jinayat. Kedua, ketiadaan tokoh utama penggerak advokasi 
pada isu Qanun Jinayat. Ketiga, label negatif yang dilekatkan kepada 
para aktivis setempat. Keempat, kompleksitas struktur hukum dan 
hubungan pusat-daerah.
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Pada kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa pola bumerang 
sebagaimana digariskan oleh Keck dan Sikkink (1999) dalam sebuah 
advokasi terhadap sebuah kasus tidak menjamin keberhasilan advo-
kasi tersebut. Meskipun karakter transnasional sebuah perlawanan 
mungkin dapat membantu mengangkat sebuah isu ke permukaan, 
terkadang keterlibatan aktor-aktor transnasional tidak menjamin 
perubahan kebijakan dalam sebuah advokasi.
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